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MOTTO:

Bermimpilah, karena Allah SWT akan memeluk mimpi-mimpi itu.
Hormati 5 (lima) perkara sebelum 5 (lima) perkara.

Keberhasilan tercapai di dunia tindakan bukan di dunia rencana.

Persembshan:
Skripsi ini dipersembshkar wntwk:
1. Alish dan Rasuluflzh
Semoga Allsk meninngikan
derzjatku stas ilmu yang telsh
diberikan-Nys, Amiin
2. Ibunda dan Ayshanda (alm)
Tercinta

3. Almamaterku
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami
dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap
berbagai pendapat tentang definisi suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu
dengan yang lain. Pada pengalaman kita ternyata sangat sulit untuk memahami
kejahatan itu sendiri

“Usaha memahami definisi kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu

dilakukan oleh para ilmuwan terkenal, misalnya Plato (427-347 s.m), yang

dalam bukunya ‘Republiek’ menyatakan antara lain bahwa emas dan manusia

adalah sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu Aristoteles (382 — 322

s.m) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan

pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa

yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Thomas Aquino (1226-

1274) memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas

kejahatan yaitu, orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-

boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.”

Perkembangan kejahatan jika ditelaah telah menghasilkan tiga dimensi yaitu
dimensi kepapaan (kemiskinan), keserakahan, dan kekuasaan. Kejahatan yang
bermuara pada dimensi kemiskinan (kepapahan) akan menghasilkan kejahatan
konvensional seperti pencurian, penganiayaan, pencopetan dan lain-lain, sedangkan
kejahatan yang bermuara pada dimensi keserakahan akan menghasilkan bentuk

kejahatan yang disebut corporate crime atau white collar crime.

! Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal 1



"Kejahatan yang berdimensi kekuasaan, akan menghasilkan bentuk kejahatan

yang dikenal dengan sebutan korupsi atau perbuatan penyalal}gunaan

kekuasaan atau jabatan dalam segala aspek pekerjaan dala,xg pemerintahan,
yang dalam kriminologi sering disebut “governmental crime”.

Korupsi dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang sangat luar biasa untuk
saat ini, tidak hanya di Indonesia melainkan juga di negara manapun. Tindak pidana
korupsi tidak “pandang bulu”, korupsi dapat melanda setiap negara baik negara
miskin, negara berkembang, maupun negara adidaya. Hal ini disebabkan karena ada
istilah yang mengatakan bahwa semakin majunya suatu Negara, semakin tinggi pula
tingkat kebocoran keuangan negara.

Suatu perkembangan yang terjadi dan berjalan pada bangsa Indonesia dewasa
ini telah merubah berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia kepada arah yang
penuh dinamika. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dengan didasari dengan
adanya tuntutan masyarakat serta keadaan bangsa Indonesia yang sedang dalam
eufhoria reformasi dan adanya konstelasi di bidang politik

Pembangunan yang saat ini sedang berjalan disadari akan banyaknya
menghadapi kendala dan hambatan-hambatan, kendala dan hambatan-hambatan
tersebut tentunya akan datang dari dalam negeri sendiri, seperti masalah ancaman
disintergrasi bangsa, masakah ekonomi dan politik, keamanan dan ketertiban umum,
lemahnya penegakan hukum dan lain-lain. sementara yang datang dari luar adalah

adanya campur tangan negara lain untuk urusan dalam negeri Indonesia, tekanan-

tekanan politik negara lain, adanya upaya memecah-belah Negara Kesatuan Republik

? Rasyid Ariman, Syarifuddin Petanasse, Fahmi Raghib, Sistem Peradilan Pidana, Palembang,
Universitas Sriwijaya,2007, hal 58



Indonesia dan lain-lain. Kesemua permasalahan tersebut tentunya akan sangat
mempengaruhi jalannya pembangunan serta arah kebijaksaaan bangsa Indonesia ke
depan. Sebagai bangsa yang besar serta mempunyai visi dan misi ke depan, tentunya
semua permasalahan tersebut harus dihadapi dan diselesaikan dengan arif dan
bijaksana, agar bangsa ini dapat tetap berdiri dan dihormati, serta pembangunan dapat
berjalan dengan lancar dan penuh kepastian.

Seperti yang kita ketahui proses pembangunan ada yang berdampak positif
dan negatif, di satu sisi dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan
bermasyarakat, namun di sisi lain dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi
sosial, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan
masyarakat. Salah satunya adalah korupsi yang dapat dikatakan cukup fenomenal.
“Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan
pelanggaran hak — hak sosial dan ekonomi masyarakat™

Secara garis besar tindak pidana korupsi sangatlah luas akibatnya yang
merugikan., seperti:

a) penegakan hukum dan layanan masyarakat menjadi kacau;

b) pembangunan fisik menjadi terbengkalai;

c) prestasi menjadi tidak berarti;

d) tidak jalannya demokrasi;dan

€) hancurnya perekonomian.

* Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 1



Semakin berkembangnya suatu negara maka semakin berkembang juga
bentuk dari tindak pidana korupsi itu sentiri, sehinnga tindak pidana korupsi
merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang
menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral
bangsa, disamping itu semua tindak pidana korupsi merupakan bentuk prilaku
kejahatan yang sulit ditanggulangi. Sulitnya penangulangan tindak pidana ini dapat
dilihat dari banyaknya putusan hakim dari suatau pengadilan yang membebaskan
terdakwa korupsi, hal ini tidak serta merta bahwa kita “menuduh” ada suatu
konspirasi peradilan namun jika dilihat dari sudut yang berbeda ternyata dalam
pengungkapan kasus korupsi sangat sulit oleh karena para “pelakunya menggunakan
peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam
keadaan yang terselubung dan terorganisasi™.’, tetapi jika hal ini terjadi terus menerus
wajar jika rasa keadilan dan rasa kepercayaan terhadap hukum serta perundang-
undangan dari rakyat sebagai warga dapat berkurang.

Untuk legitimasi ilmiah, dipilih Interessenjurisprudenz (ilmu hukum
bermuatan kepentingan). Menurut aliran itu, jika hakim sebagai penegak hukum
hanya boleh “mengeja undang-undang” dan “menjaga stafus quo”, maka aneka
putusannya tidak mampu merespons dinamika masyarakat. Dinamika itu kini
bernama “memberantas korupsi”.

Dalam suasana pemberantasan korupsi dengan neraca lebih berat pada

“kekalahan rakyat” dan “ kemenangan koruptor”, koreksi perlu dilakukan. Koreksi

* Ibid. hal 2



adalah langkah afirmatif yang berguna mengubah timbangan dengan menjadikan
pengadilan dan hakim memihak rakyat.

Pemihakan kepada rakyat sekaligus mencanangkan bahwa pengadilan
Indonesia adalah pengadilan yang memiliki nurani. Nurani itu adalah anti korupsi.
Pengadilan Indonesia bukan lagi liberal — netral, tetapi hakimnya menjadi pejuang
yang progresif.

Seorang hakim yang datang dengan determinasi penuh untuk memberantas
korupsi akan membaca fakta di persidangan secara beda daripada hakim liberal yang
menjaga status quo. “Hal itu dapat terjadi karena sejak semula hakim progesif
memiliki predisposisi psikologis berupa komitmen, determinasi, dan keberanian
melawan korupsi yang mengerogoti bangsanya.”’

Walaupun praktik tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri sangat sulit
diselesaikan secara tuntas atau diberantas, niat baik para pemerintah di lingkungan
lembaga pemerintahan negara untuk memberantas korupsi tetap ada yang diawali
dengan tekad baru, pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin menindak
praktek tindak pidana korupsi secara tegas dengan mencanangkan Good Governance
and Clean Governance sebagai langkah keluar dari krisis yang dialami akibat
korupsi, yang berarti “menyelenggarakan suatu pemerintahan yang bebas dari

korupsi...”.%

: Satjipto Raﬁardjo, Membedah Hukum Progresif , Jakarta, Buku Kompas, 2007 hal 148
IGM. Nurdjana, Korupsi dalam Prakik Bisnis, Jakarta, PT.Gramedia, 2007




Tindak pidana korupsi telah merenggut harkat dan martabat bangsa ini.
Bangsa yang dulu besar, kini dikenal sebagai sebagi salah satu bangsa terkorup di
dunia. Penderitaan datang silih berganti karena para koruptor masih bebas beraksi
seenaknya tanpa punya sara malu apalagi hati nurani. Selain itu pula iklan—ikian
layanan masyarakat mengenai korupsi yang akibatnya sudah menyentuh berbagai
aspek kehidupan, digambarkan dengan seorang anak yang membaca di tumpukan
sampah karena tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak atau gambaran orang
miskin yang tidak bisa “sembuh” dari sakit karena terbentur biaya pengobatan.

“Melalui wakil-wakil rakyat, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tepatnya
dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, telah dibentuk instrumen hukum
yang berkaitan dengan praktik tindak pidana korupsi sebagi pengganti
Undang Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi , yang dinilai terlalu luas jangkauvannya (kemudian dijuluki undang-
undang sapu jagat), serta dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan
masyarakat, maka undang-undang itu diganti dengan Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999”.

“Kemudian Undang-Undang No 20 tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor
30 tahun 2002.”8

Jika kita membandingkan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, terdapat perbedaan cara penempatan
ketentuan tentang apa yang termasuk tindak pidana korupsi.

Cara penempatan ketentuan tentang apa yang termasuk tindak pidana korupsi

di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdapat pada pasal 1 yang

merumuskan: “ dihukum, karena tindak pidana korupsi ialah... dan seterusnya.”

: Evi Hartanti, Op.Cit, hal 4
IGM. Nurdjana, Op.Cit. hal 7




Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa apa yang termasuk tindak pidana
korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah hanya tindak pidana
seperti yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sehingga
misalnya tindak pidana seperti yang terdapat pada pasal 20, pasal 30, dan pasal 31
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971°. Tidak termasuk tindak pidana korupsi seperti
yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Cara penempatan ketentuan tentang apa yang termasuk tindak pidana korupsi
di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak seperti cara penempatan
ketentuan tentang apa yang termasuk tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 memang terdapat bab II tentang
tindak pidana korupsi, tetapi tidak terdapat ketentuan seperti pasal 1 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1971, “sehingga apa yang termasuk tindak pidana korupsi seperti
yang dimaksud oleh Undang—undang Nomor 31 Tahun 1999, sudah tentu terdapat di
dalam bab II dari Undang — Undang Nomor 31 Tahun 1999.”!°

Konstitusi anti korupsi diharapkan tidak hanya korupsi konvensional, tetapi
semua bentuk korupsi dengan percabangannya dapat di bersihkan. Korupsi versi
Undang —Undang Anti Korupsi “hanya” merumuskan korupsi sebagai perbuatan yang
merugikan keuangan Negara, baik untuk kepentingan sendiri maupun kelompok.

“Tentu saja itu sudah lumayan, tetapi jika ingin menuntaskan pemberantasan korupsi

? Lihat Undang — Undang Nomor 3 Tahun 1971

10 .
R. Wiyono, Pembahasan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Ko, i, Jak g
Grafika, 2006, hal 9 rupsi, Jakarta, Sinar



dengan sekalian percabangannya, maka sasaran tembak yang demikian itu belum
mencukupi. Yang kita tembak baru korupsi konvensional.”"!

Dalam menghadapi kendala-kendala yang ada maka wajar jika korupsi bukan
hanya harus diselesaikan oleh para penegak hukum, melainkan juga peran dari
seluruh elemen masyarakat dan usaha kerja keras dari pemerintah melalui political
will-nya berupa kebijakan-kebijakan yang dapat menekan angka kejahatan pada
umumnya, serta korupsi pada khususnya.

Pada prinsipnya korupsi merupakan tindak pidana yang harus dicabut secara
keseluruhan sampai ke akar—akarnya serta percabangan, dengan seiring kemajuan di
segala bidang mendorong pengembangan ilmu hukum baik dari kebijakan-kebijakan
pidana melalui peraturan perundang—undangan diiringan kebijakan-kebijakan yang
dapat membantu hilangnya korupsi baik di kebijakan di dunia pendidikan, ekonomi,
sosial kemasyarakatan dan lain-lain.

Penangulangan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi tidak hanya dengan
cara represif saja, akan tetapi denagn prefentif. Penanggulangan secara prefentif
merupakan bagian penegakan hukum pidana. Istilah lain penangulangan kejahatan
adalah kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal dapat berupa penal dan non penal.
Secara penal artinya mempergunakan keseluruhan hukum pidana dan sama
pengertiannya dengan tindakan represif. Tindakan ini merupakan penegakan hukum
pada tahap aplikasi yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, tahap

terakhir eksekusi dari LAPAS dengan jaksa sebagai eksekutornya.

'! Satjipto Rahardjo, Op.Cit, Hal 136.



Kebijakan kriminal non penal merupakan tahap penegakan hukum pidana
tahap formulasi yang dirumuskan dalam undang-undang. Sehubungan dengan
penegakan hukum tahap formulasi atau kebijakkan kriminal non penal timbul
pertanyaan bagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur kebijakan
kriminal sebagai upaya penangulangan tindak pidana korupsi.

Untuk itulah penulis mencoba melakukan penelitian mengenai “Kebijakan
Kriminal Setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Upaya

Pemberantasan Korupsi”.

B. Permasalahan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan
dijadikan bahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

Bagaimana pengaturan Kebijakan Kriminal Setelah Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 dalam Upaya Pemberantasan Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Kebijakan Kriminal Setelah Undang—Undang Nomor 31
Tahun 1999 dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
2. Dengan mengenal dan memahami korupsi diharapkan masyarakat dan
aparatur negara diharapkan mempunyai sikap anti korupsi
3. Adanya pengendalian intern yang baik serta didukung oleh kepastian hukum

akan menciptakan sistem yang dapat mencegah kesempatan berbuat korupsi.
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D. Manfaat penelitian
1. Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan hukum yang dapat memberikan sedikit
wawasan sehingga diharapkan dapat berguna bagi proses pengembangan
hukum terutama tentang kebijakan kriminal serta pemberantasan tindak
pidana korupsi.
2. Manfaat praktis yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi

berbagai pihak yang terkait dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian.
1. Jenis dan Pendekatan
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan
yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji dalam
bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif”’ yang dimaksud dengan
penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri
bahan perpustakaan sebagai data sekunder.!? Penelitian terhadap asas-asas
hukum tentang keberlauan hukum positif yang dituliskan dan kaedah-kaedah
hukum yang hidup khususnya yang mengatur masalah mekanisme

pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi.

: lS(ln;rjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali pers, Jakarta, 2001
al.13-14. ,




11

2. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan adalah data kulitatif yang bersumber pada data
sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang di peroleh studi
pustaka.
3. Teknik Pengumpulan Data
Karena jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif maka
data dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari:
a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang dalam
penelitian ini terdiri dari KUHP, Undang-undang Peberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang
Pencucian Uang.
b. Bahan hukum sekunder
Adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai kedudukan dari
bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum, teori hukum, doktrin, dan
yurisprudesi.
c. Bahan hukum tersier
Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:
a) Buku literatur
b) Koran , majalah, jurnal ilmiah;

¢) Tulisan yang diakses melalui internet;
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d) Kamus-kamus hukum dan referensi-referensi lainya yang relevan.
4. Ruang Lingkup
Dalam hal ini penulis memfokuskan pada Kebijakan Kriminal Setelah
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Upaya Pemberantasan Korupsi yang
didukung dengan perundang-undangan negara Indonesia yang berkaitan dengan
upaya pemberantasan korupsi.
S. Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu
menerangkan dan menjelaskan suatu keadaan sebagai jawaban dari permasalahan

dan menguraikan ke dalam bentuk kalimat dapat selanjutnya ditarik kesimpulan.
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